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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPIMD
DAN RKPD)

LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable
development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen
disamping pengorganisasian  (organizing), penggerakan (actuating), dan
pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga
paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada
dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eploitasi dan ekplorasi
sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan

demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata
cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang
akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun.
Dokumen RKPD 2027 merupakan breakdown dari RPJMD 2025-2029 dan
diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini
sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target program prioritas

yang telah ditetapkan Pemerintah.



Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan
tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi
yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan
melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyrakat dan pihak swasta yang
dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat
Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat
untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir
kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat kabupaten/kota,
dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi

perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi di Provinsi
Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi
dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat yang
mengacu pada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi
daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan
tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan
Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat

untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas program/kegiatan dengan kementerian/lembaga/SKPD
provinsi/kabupaten/kota/institusi lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan
bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan
informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk
mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta
perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, kementerian, lembaga dan
provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan
pembangunan ekonomi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, provinsi lainnya,

kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.



Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka
dilaksanakan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJIMD DAN RKPD).
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisis permasalahan, isu strategis
serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan.
Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta pemerintah pusat dan
kabupaten/kota se Sumatera Barat.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
2025- 2029;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 — 2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32,;

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9
Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna
Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara

Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan



15.

16.

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD
DPAJ/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026, kegiatan 5.01.03.1.02.
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN
RKPD)

Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 0 B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal
13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat
Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

1. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen  perencanaan
pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPIMD DAN RKPD):

1.

Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang
perekonomian sesuai regulasi yang berlaku

Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan
pembangunan bidang perekonomian

Melakukan koordinasi pembangunan bidang perekonomian dengan pusat,

regional dan internasional.

IV. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 19.050.000,-

melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan kegiatan:

1.

Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan
bidang perekonomian.

Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup bidang perekonomian dengan OPD
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait



dengan bidang perekonomian.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

V. HASIL KEGIATAN

VI.

Vi

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJIMD DAN
RKPD) adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan  bidang

perekonomian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup

bidang perekonomian.

w

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian

4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang perekonomian dengan
pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor

ekonomi.

WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun

2026 terhitung mulai Januari - Desember 2026 dengan jadwal terlampir.

. SUMBER PENDANAAN

Besar alokasi dana untuk sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJIMD DAN
RKPD) ini adalah Rp. 19.050.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD
Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (DPA- OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026

VIll. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPIMD DAN RKPD) adalah
Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.



. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai
pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan
hasil yang optimal.

Padang, .J/ Januari 2026

Disetujui Oleh : Disusun Oleh :
Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

' Sayoti, ST, MMP Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. | Pembina Tk. |
NIP. 19731003 199803 2 005 NIP. 19821030 2008021001



JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG
PEREKONOMIAN (RPJPD, RPIJIMD DAN RKPD) TAHUN 2026

URAIAN JAN | FEB | MAR| APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOoV DES

Rapat perencanaan awal

Penyusunan PO, KAK dan Skedul Kegiatan

Pembuatan Tim kegiatan dan perumusan
skedul kegiatan

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD
Lingkup Perekonomian (Rapat/FGD Tematik)

- Pengumpulan data dan informasi

- Penjaringan isu dan permasalahan

- Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

- Penyempurnaan rancangan Awal RKPD
Lingkup Perekonomian

Penelahaan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Mengikuti  Rangkaian  Kegiatan  Forum
Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian

Penyempurnaan rancangan Awal RKPD
Lingkup perekonomian setelah pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah

Koordinasi Penyusunan Rancangan RKPD
Lingkup Bidang Perekonomian

Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD
berdasarkan Hasil Verifikasi Renja

Mengikuti rangkaian kegiatan Musrenbang
RKPD

Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir
RKPD Lingkup Bidang Perekonomian




URAIAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOV

DES

Koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir
RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan
Verifikasi Renja Lingkup Bidang Perekonomian

Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan
RKPD Lingkup Bidang Perekonomian

Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir
RKPD Perubahan Lingkup Bidang Perekonomian
berdasarkan hasil verifikasi

Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir
RKPD Lingkup Bidang perekonomian

Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan
KUA PPAS dan RAPBD Lingkup perekonomian
yang di koordinir oleh BPKAD

Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan
KUA PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan
Lingkup perekonomian yang di koordinir oleh
BPKAD

Penyelesaian Administrasi Kegiatan

Pelaporan
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PETUNJUK OPERASIONAL
(PO)

SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
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Padang, Januari 2026




PETUNJUK OPERASIONAL

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPIMD DAN RKPD)

DATA-DATA

Nama SKPD . Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

Nama Kegiatan :  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan :  Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Lokasi Kegiatan :  Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatangan Surat Perintah Membayar

Nama . Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat :JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Winny Sayori, ST., MMP
Jabatan . Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat :JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM

Jabatan . Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran
Nama : Harini, SE
Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Mita Mulyanda Putri,S.STP
Alamat : J.LKhatib Sulaiman No.1 Padang
Tanggal Penerbitan DPA . Januari 2026

Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000

Jumlah Dana : Rp.19.050.000,-



Il. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,
RPJIJMD DAN RKPD)

PENGGUNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM

Dr. Zefnihan, AP, M.Si
MNIP. 15741025 195311 1001

W

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM LS/TU

Winny Sayori, 5T, MMP
NIP. 15731003 155803 2 005

! !

PEIABAT PELAKSANATERKNISKEGIATAN PEIABATPENATAUSAHAAN KEUANGAN
.&
Andre Ola Vetric, SE, MM — Hera Kurniawati,SE, Ak
NIP. 19821030 2008021001 NIP.19760704 200604 2004

M ‘J/

BENDAHARA PENGELUARAN

W

SEKRETARIAT PELAKSANA Harini, SE
MIP, 15770211 200501 2 004

Fungsional Perencana Madya

Bidang Ekonomi dan Sumber \L

Daya Alam

Fungsional Perencana Muda BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam

Fungsional Perencana Pertama Mita Mulyanda Putri,5.5TP
Bidang Ekonomi dan Sumber MIP.19970729 202008 2 001
Daya Alam

Pelaksana Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

Pelaksana Sekretariat Bappeda
Provinsi Sumatera Barat




URAIAN KEGIATAN :

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPIMD DAN RKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH M

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unusan Pemesintahan

- B UNBUR PENUNJANG URLUZAN FEMERINTAHAN

Eldang Urusan

: 501 PERENCANAAN

Unit Crganksas!

: £.04.0.00.0.00.04.0000 BADAN PERENCANAAN FEMBEANGUNAN DAERAH

Zub Unk Organisas]

Program : £.01.03 PROGRAM KOORDINAZI DAN SPKRONIZAS| PERENCANAAN FEMEAMGUNAN DAERAH

Kegiadan : 5.01.03.1.02 Koordnas! Perencanaan Bidang Penssonomian dan 304 (Sumber Daya Alam)

Zub Kagiatan : 5.01.02.1.02.0001 Koordinasl Penyusunan Dokumen FPerencanasn Fembangunan Ceerah Eidang Perskonomian (RPJFD, RPJMD dan REPD)
EPM -

Jeris Layaman -

Sumber Pendanaan - PENDAPATAN AELI DAERAH (PAD]

Lokas| : Kaota Fadang, Fadang Barat, Flamboyan Bary

Wakiu Felaksanaan

- Januar s.d Desember

Kmiopok Sasaran

: Pemarintah Pusat, Pemerntah Provinsl, Femariian Kabiots, Staksscider Proving Sumatsra Barat

Alokas] 202c

:Rp. 0,00

Alokas] 2038

- R 1500000, 00

Adckas] 2027

- Rp. 424 352 000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capalan Program

Fermantyse keselarasan RKFD dengan Renjs Ferangkat Daerah pada Eidang Perskonomian dam 304

0%

Masukan Dana yang dbutuhkan Rp. 19.050.000,00
Jumiah Dokamen Ferencanaan Fembangunan Caerah Eidang Perekonomian yang Dikcordinir Penyusunannya (REJFD, -

Heluamn SFJMD dam S50 Z Dokumen
Jumiah Rancangan Dolbumen Ferencanaan Pembangunan Daerai (RPJFD, FFJMD, RXPD) Eldang Perskonomian dan S04 _

mazl Sumber Daya Al 2 Dakumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kera Perangkat Daerah
Bub Keglstan S01.03.1 02 0001 Eoordimas] Fenyusunan Dokumen Persncanaan Pembangunan Dasraf Bldang Perebonomian (RPJPD, RP D dan REFD)

Bumber Pendasnaan

FENDAFATAN AZLI DAERAH [PAD)

Lokaz

Frovins Sumalera Earat, Kzcamatan Fadang Earat, Keluraan Flamboyan Bany

Eeluaman Sub Keglatan

Jumiah Dokumen Ferencanaan Fembangunan Caerah Eidang Perekonomian yang Dikcordinkr Penyusunannya [RFJFD, RPJMD dan RKFD]

'Waktu Pelaksanaan

Januarn 5.4 Desemier

“sterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinol Parhtungan
Haode Relening Uralan Jumlah
Koaflclen | Batuan Harga PPH
E BELAN.JA DAER&H Rp. 19.860.000.00
E1 BELANJA OPERASI Rp. 19.860.000.00
(212 Eslanja Barang dan Jaca Rp. 19.050.000.00
[ T2 Eslanja Barang Rp. 1126000000
[T -150 0 Eslanja Barang Fakal Habls Rp. 1126000000
E“"“‘m Estanja Makanan dan Minuman Rapat Ap. 11_260.000.00
el iffn'iur Dana : PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD] Rp. 1125000000
1 -] Maian Minum Rapat Rp. 1126000000




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinal Parhitungan

Kods Rekening Uralan Jumiah
Kosficien Zatuan Hanga PPN
Makan/Minum kegiatan - z g
Spesfitas - snack basa =0 CrangiKa E&.000,00 0% Rp. 4500 000,00
Makan'Minum kegiatan - - -
Spesfitas - Naz Kotak 1= CrangiKa 45 000,00 0% Rp. E.TS0.000,00
[RE.-1--] Ealanja Jaca Rp. 7500000 00
[ RN -1 -1 | Easlanja Jaca Kanior Rp. 7500000 00
5 #RSRRLER | yanorarium Haracumber atsu Pembahas, Moderaior, Pembawa Anara, dan Fanitia Rp. 7.500.000,08
[#] APBD
Swnber Dana : FENDAPATAN AELI DAERAH (PAD] Rp. 750000000
[ -1 Karacumber acarakeglaian Rp. 7500.000,00
Jasa MNarmsumberi Pembahas
Spesfizs! - Fejabat Exseion W ke bawah | 2 Crang [ Jam 50000000 0% Rp. 1.500.000,00
yang disetarakan
Jasa MNarmsumberi Pembahas
Spesfikys! - Fejabat Esseion I yang 2 Crang [ Jam 1.000.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
disetararan
Jaza Moderaior -
Spesfitas - Non Frofesional 2 Crang  Kegiatan 700.000,00 0% Rp. 1.400.000,00
Jasa Marasumberf Pembahas
Spesiiias] - KDHEafngkat KDH' yang 1x1 Orang Jarm 141001 000, 00 0% Rp. 1.400.000,00
dis=tarakan
Jasa Marasumberf Pembahas
Spesfixs - Fejabat Esselon V yang 1 Crang [ Jam 1.200.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
dis=tarakan
gfﬂﬂﬂLm Bsdanja Lesmibuar Rp. 0,00
[#]APBD Rp. 0,00
Zumbsr Dana : PENDAPATAN AZLI DAERAH (PAD] o
[ - ] Lembur Fp. 0,00
Uang Lember bagl Fegawal AZN . .
Spesficas - Gokongan |1l Brang Amm o Fp. .00
Kakan Lembur . -
Spesticaz - AZMMNCr AZH - Crang Ja 31.000,00 0% Rp. 0,00
Uang Lember bagl Fegawal AZN . . -
Spesfiaz - Goiangan IV Crang Ja 2500000 0% Rp. 0,00
Jumish @ | Rp. 19060006000

Provinsl Sumatera Bara

PL Kezpala BADAN FERENCANAAN PEMEANGUNAN DAERAH

YUDHA PRIMA, 2.23TF, L2
MIF. 155201 212000121001




V.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Indikator Tolak ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan | SDM 11 Orang
Waktu 1 Tahun (Januari — Desember 2026)
1. Rencana Kerja  Pemerintah 1 Dokumen
Keluaran
Daerah
1. Rancangan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 2 dokumen
Hasil Daerah  (RKPD dan
RKPD Perubahan) Bidang
Perekonomian 1 Laporan
2. Laporan pelaksanaan kegiatan
akhir tahun

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN :

1.

2.

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPIJMD DAN RKPD)

PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;

2. Menyusun DPA-OPD;

3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;

5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang
dipimpinnya;

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;

8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya bersadarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh Gubernur;

9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan;

Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU

6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

o




3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

4,

5.

1.
2.
3.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BENDAHARA PENGELUARAN

1.

Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang

Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan
peraturan perundang-undangan

Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada
pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan
paling lambat tanggal 10

Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai
akibat kelalaian

Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD
melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang

Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

SEKRETARIAT

1.

Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang
administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;

Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan
seluruh kegiatan;

Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta

pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.



VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Rencana Time Schedule

4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

VIl. PELAPORAN

VIII.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan

kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

PENUTUP
Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila
ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh
pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA)
dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk

operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Padang, ,2 | Januari 2026

Disetujui Oleh : Disusun Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I

¥ Say Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. 1 Pembina Tk. |
NIP. 19731003 199803 2 005 NIP. 19821030 2008021001




SUMATERA BARAT
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KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2026

LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable
development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen
disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan
(controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu
pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan
pembangunan adalah upaya untuk eploitasi dan ekplorasi sumberdaya secara optimal
untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara
perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen
RKPD 2026 merupakan breakdown dari RPJMD 2025 -2029 dan juga penyesuaian
dengan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang

dilakukan setelah melalui proses kegiatan pemetaan.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan

mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah



ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh
stakeholder termasuk masyrakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai

Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk
mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta
mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan
terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan
Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera
Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan
pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada
kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam
merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan
fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan
koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun

berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
program / kegiatan dengan kementerian / lembaga / SKPD provinsi / kab / kota / institusi
lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui
peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi
ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun
berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, kementerian, lembaga
dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan
pembangunan ekonomi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, provinsi lainnya,

kementerian/lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang ekonomi maka
dilaksanakan sub kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisis
permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung
proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinergitas yang saling
mendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta pemerintah

pusat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.



DASAR PELAKSANAAN

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat ;



9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 — 2045;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32;

13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9
Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna
Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2026;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD
DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026, kegiatan 5.01.03.1.02.
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Pelaksanaan Koordinasi sinergitas
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor B-900.1.15.5 3 /Set-2026, tanggal
13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat
Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

1. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi



Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang
perekonomian yang meliputi pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah provinsi bidang ekonomi.

2. Pengkoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan  harmonisasi  kegiatan
kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi.

3. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
bidang ekonomi.

4. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi.

5. Pengkoordinasian kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang
ekonomi.

6. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan
pembangunan bidang perekonomian

7. Melakukan koordinasi pembangunan ekonomi dengan pusat, regional dan

internasional.

URAIAN KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar
Rp. 94.385.000, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan kegiatan :
1. Melaksanakan pembahasan dokumen perencanaan lingkup bidang Ekonomi

2. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan
pembangunan bidang ekonomi.

3. Melaksanakan sinergitas dan koordinasi lingkup bidang ekonomi dengan OPD
provinsi dan kabupaten/kota.

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait
dengan bidang ekonomi.

5. Melaksanakan asistensi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027
dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 lingkup bidang
perekonomian

6. Pelaksanaan kegiatan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau

7. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan workshop nasional
Geopark Sianok Maninjau.

8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.



V. HASIL KEGIATAN

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas

dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang
ekonomi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup bidang
ekonomi
Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang ekonomi dengan
pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor
ekonomi.

5. Terlaksananya kegiatan workshop nasional Geopark Sianok Maninjau.

VI. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2026 terhitung mulai

Januari - Desember 2026.

VII. SUMBER PENDANAAN
Besar alokasi dana untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini adalah
Rp. 94.385.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera
Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Sumatera Barat TA. 2026.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA
Organisasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2026
adalah Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat

pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.



IX. PENUTUP
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan

Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian,

agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan

sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, .7/ Januari 2026

Disusun Oleh :

Disetujui Oleh : .
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Andre Ola Vetric, SE. MM
Pembina TK. |

i’em'bina Tk. 1
NIP. 19821030 2008021001

NIP, 19731003 199803 2 005



JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026

URAIAN JAN | FEB MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT NOV DES

Rapat perencanaan awal

Penyusunan PO, KAK dan skedul kegiatan

Pembuatan tim kegiatan dan perumusan skedul kegiatan

Rapat-rapat koordinasi sinergitas lingkup bidang
perekonomian

Asistensi penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat
Daerah tahun 2027 lingkup bidang perkonomian

Asistensi penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja
Perangkat daerah tahun 2026 lingkup bidang perkonomian

Rapat persiapan pelaksanaan workshop nasional Geopark
Sianok Maninjau

Pelaksanaan workshop nasional Geopark Sianok
Maninjau

Penyelesaian administrasi kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan tahunan




SUMATERA BARAT

e

PETUNJUK OPERASIONAL
(PO)

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026




PETUNJUK OPERASIONAL
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2026

DATA-DATA

Nama SKPD . Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Program :  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

Nama Kegiatan :  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan . Pelaksanaan Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Lokasi Kegiatan :  Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatangan Surat Perintah Membayar

Nama . Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Jabatan :  Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama . Winny Sayori, ST, MMP

Jabatan . Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Alamat :JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM

Jabatan . Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

Alamat :JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran

Nama : Harini, SE

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Mita Mulyanda Putri,S.STP

Alamat : JI.Khatib Sulaiman No.1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2026



Nomor DPA OPD > 5.01.0.00.0.00.01.0000
Jumlah Dana : Rp. 94.385.000,-

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN :
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan  Daerah

Bidang Perekonomian

PENGGUNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM

Dr. Zefnihan, AP, M.Si
MIP. 19741025 195311 1001

W
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM LS/TU

Winny Sayori, 5T, MMP
MNIP. 15731003 155803 2 005

! !

PEJABATPELAKSANATEEMISKEGIATAMN PEJIABATPEMNATAUSAHAAN KELUANGAN
+
Andre Ola Vetric, SE, MM — Hera Kurniawati,SE, Ak
NIP. 19821030 2008021001 NIP.19760704 200604 2004

M J/

BENDAHARA PENGELUARAN

W

SEKRETARIAT PELAKSANA Harini, 5E
MNIP. 19770211 200201 2 004

Fungsional Perencana Madya

Bidang Ekonomi dan Sumber \L

Daya Alam

Fungsional Perencana Muda BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam

Fungsional Perencana Pertama Mita Mulyanda Putri,5.STP
Bidang Ekonomi dan Sumber MIP.19970729 202008 2 001
Daya Alam

Pelaksana Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

Pelaksana Sekretariat Bappeda
Provinsi Sumatera Barat




URAIAN KEGIATAN :

Pembangunan D\aerah Bidang Perekonomian

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Rty

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menunut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unz=an Pemermtahan

B UNSUR PENUNJANG URLUZAN FEMERINTAHAN

Eidang Urusan

: E.01 PERENCANAAN

unit Crganisas

- 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN FERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unk Onganisas!

Program : E.0.03 PROGRAM KOORDINAZ DAN JNERONIZAS| FERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH

Keglatan : £.04.03.1.02 Koordinas! Perencanaan Eidang Peretonomian dam 30A (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan : £.04.03.1.02.0004 Koomdinas Peiatsanaan 3inemgitas dan Hamonisas! Ferencanaan Pembangunan Caesrah Sidang Penekonomian
EPMl -

Jenis Layanan -

Sumiber Pendanaan

: PENDAPATAN ABLI DAERAH (PAD]

Laoks]

: Kota Padang, Padang Sarat, Flamboyan Banu

Wakiu Felaksanaan

:Januarn s.d Desember

KEmpok Sasaran

: Pemenniah Pusat, Femenniah Provins, Femerntan Kabiota, Starkenodesr Provins Sumatsr Barat

Mlokas 2025

:Rp. 000

Mlokasl I0JE

: Rp. 54352 000,00

Mlokasl 3037

© Ap. 343.0413.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinera
Capalan Program Ferzentxse keselarasan REFD dengan Renja Ferangkat Deerah pada Eldang Perekonomian dan 30A 100 %
Mazukan Cana yarg dbutuhkan Sp. 54385 00000
Heiuaran Jumiah Laporan Hasl Snknonisas RenstaiRenja dengan REPDVRPJMD pada Bidang Perekonomian 4 Laporan
Jumiah Rancangan Dokumen Ferencanaan Pembangunan Daerah (RPFD, RFJMD, REPD) Eldang Ferekonomian dan S04 -
Hasl Sumber Daya Alam) 2 Dokumen
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kera Perangkat Dasrah
‘Sub Kegiatan Z.01.03.1.02 0004 Koondnas! Feiaksanaan Sinerglas dan Harmonisas! Perencanaan Pembangunan Dasmah Bidang Feresonomian

‘Bumber Fendanasn

FENDAPATAN AZLI DAERAH (FAD)

Lokas

Frovins Sumaisra Sarst, Kecamatan Fadang Baral, Keursifan Flamboyan Bang

MEUAAn Sul Kegiatan

Jumiah Laporan Hxsl Snkronisas Rensta/Renja dengan RKPOURPAMD pads Bidang Perekonomian

'Wakiu Pelakssrosn

Januar s.d Desamber

B barangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinol Parhitungan

Kode Resiening Uralan Jumiah
FKoeflcien | Satuan Harga PPN
E EELANJA DAERAH Rp. S 300 00 00
&1 EELANJA DFERAZI Rp. S 356 000 00
E182 Eslanja Barang dam Jata Rp. S 355 000 00
Edazed Eadunja Barang Rp 41 18 00 00
ERE Esldanja Barang Faial Habic R 41183000 00
EAEFLENEE | Batanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 41.153.000.00

[#] AFBD

Swmber Dana : FENDAFATAN AZLI DAERAH (PAD)

R #1183 000,00

[ -] Wakan Minum Rapat

Rip. 41 185k el 00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinal Parhitungan
Kods Rekaning Uralan Jumlahi
Koaficlsn Satuan Hanga PRH
Makan/Mirum ksgiatan i - S
Zpesifiks! - snack bizasa 21 Crang i K3 1200000 0% Rp. 1225500000
Makan/Mrum kegiaian 843 orang | Ka 4500000 0% Rip. 28 535 00000
Spesifies! - Nas! Kotak
[ RE--1-] Eslan)a Jaca Rp. 35 180.000,00
[RE--X-d o] Eslan)s Jaca Kantor Rp. 32 180,000,009
gmmm1m Honorarium Maracumber atau Pembahacs, Moderatior, Fambawa Aoara, dan Fanltia Rp. 16500 i 55
[#] &PBD
Sumber Dana : PENDAPATAN A3LI DAERAH (PAD] Rp. 142000000
[ -] Harscumber scaraikeglatan Rlp. 14.500.000,00
Jasa NMarasumber! Pembahas
Spesfikzs : Feiabat Exseion 1 k2 bawah | 2r2 Crang Jam 0000000 0% Rp. 3.500.000,00
yang disetarakan
Jasa NMarasumber! Pembahas
Spesfikzs : Feiabat Exzeion IV yang irl Crang Jam 1.000.000,00 0% Rp. S.000.000,00
dlzataraban
Jasa Moderaior -
Spesites - Non Frofesional 2x Orang Kaglatan 70000000 0% Rp. 1.400.000,00
Jaza Marasumbar Fembahas
Spesfikzs : KDHSetngkat KDH' yang 1r1 Crang Jam 1.400.000,00 0% Rp. 1.400.000,00
disstarakan
Jasa NMarasumber! Pembahas
Spesiflias! - Pejabat Esseion  yang 2xi Omang Jam 25001 00N, 0% Rp. 2 40 000 00
dlzataraban
[#] Workshop Naclonal Geopark Slanok Maninjau
Sumber Dana : PENDAPATAN A3LI DAERAH (PAD] Rp- 4
[ -] Warkchop Naclonal Gecpark 3tanci Maninjau Rp. 480,000,080
Jaz2 Fembawa Acara 1 Crang | Kagiatan 400.000,00 0% Rip. 400.000,00
Spesifias! - Mon Profesional 1 Keg
5 BRRERI | tonorarium Tin Pelaksana Kagistan dan Sekretariat Tim Felakzana Keglatan Rp. 18.780.004,00
[#]APBD
Sumber Dana : PENDIAPATAN A3LI DAERAH (PAD] Rp. 1278000050
[-1RAD Rp. 18780 000,00
Jaza Tim Felaisana Keglaian yang die=tapkan
plzh Kepala Daerah ix2 Omang Bulan 12500 000, o0 0% Rp. 2 500 000,00
Spasifitas - Faranggung Jawab
Jaza Tim Felaisana Keglaian yang die=tapkan
pizh Kepala Deerah 112 Crang Buian 1.000.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Spesifiias - Katuy
Jaza Tim Felaisana Keglaian yang die=tapkan
pizh Kepala Deerah 112 Crang Buian TEO00000 0% Rp. 1.500.000,00
Spesifiies - Jakratars




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinal Parhitungan
Kods FRakening Uralan Jumiak
Koaficisn Batuan Harga PRH
Jaza Tim Feiakzana iegiatan yang destagkan
oish Kapaia Dasrah Exl orang Bulan TS0.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesfliasl - Anggola
Jazs Jekretariat Tim Peiacsana Kapiatan yang
dlietapkan cieh Kepala Doerah 4x2 Orang Bulan 230 O O 0% Rip. 1. TE0 OO0, O
Spesfliasl - Anggola
SRR | ponorarium Rohaniwan R, 200.000,00
[#] Workshop Nacional Geopark Slanak Maninjau
Sumibar Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH [PAD] Fp. Bm
[-1'Workshop Naclonal Geopark $lanck Maninjau Rp. 200,000,080
Jasa peningatan mentsl Tl aparatur
Spesfliasl - Fembaca Doa pada acara SKFD 1 Orang / Keglatan 2oconm 0% Rp. 200.000.00
E1.0202.008 Eslanja Zewa Gedung dan Bangunan Rp. 0000000, 00
:: BrazRe Ealanja 3ewa Bangunan Gadung Tempat Perbsmuan Rp. S0 0,00
| #] Warkshop Nacional Geopark Slanak Maninjau
Sumber Dana : PENDAPATAN ABLI DAERAH (PAD] Rp. Bom e
[-1'Workshop Naclonal Geopark $lanck Maninjau Rp. 0000000, 00
Blaya Sewa gedung/Kaniort=mpat
Spesikas - GedungManionTempat 3 Ka 200000000 0% Fp. £.000.000.00
P
[ & N2 Eslanja Perjalanan Dinac Rp. 1EEE S 00
510204001 Eslanja Ferjalanan Dinac Dalam Megerl Rp. 15,032 000,00
5 ERMIER | potanla Periatanan Dinas Blasa Rp. 16052 000,00
[#] Workshop Nacional Geopark Slanak Maninjau
Sumber Dana : PENDARATAN ASLI DAERAH [PAD] Rp. 168200000
| - Harsumber scaakeglhian Rp. 155k Sded 00
Blaya Tiket Kaias Exonomi - - —
Spesfitasl - FADANG-JAKARTA 3 orang | PP 295200000 0% Rp. & 25500000
Blaya Taks Dalam Mager -
Opeetitas - SUMATERA BARAT ixl Orang K 150.000,00 0% Rp. 1.140.000,00
Blaya Tars! Daiam Meger 3x2 orang K 255 000,00 0% 1.536.000,00
Spesfikasl - DK L JAKARTA e ang = Rp. 15
Penginapan Perjadin Luar Deerah Dalam
Provins| Surbar Ixd Omang Hart 1.750.000,00 0% Rp. 3500.000.00
Opesfiias - Anggota DFRDVPeiabat Exsion I
[ -1 Panitia Rp. 0,00
Uang Harian Fariadn Dalam Neger -
- orang K 35000000 0% . 0,00
Gpesfikasl | JUMATERA BARAT ang Fan Fe
Pengirapan Farisdn Luar Doersh Dalam
Freinal Sumsar rang Hari 701000/ 0% Rg. 1,00

Spesflias - Fenginapan Pejabat Eszion
TGl LI




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

®Inal Parhitungan
Fode Refkening Uralan Jumlah
Fosficlsn satuan Harga FPH

Penginapan Ferjadn Luar Daerah Dalam
Proviins| Sumbar —

Zpasfioag - Fenginapan Feabat Ession Crang Har 1253.000,00 0% Fp. 0.00
NiGol i
Fenginapan Farjadn Luar Dasrah Dalam
Proviins| Sumbar Crang Har 1.750.000,00 0% Fp. 0,00

Spesfias! - Angpota DFRID/Pajabat Ession Il

Jumish © | Rp. 84355 000,00

Provinsl Sumaters Barat
FL Kepala BADAN FERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

YUDHA PRIMA, 23TP, M3
MIP. 19830121 2000121001

Fembahasan

Tangaa

Cataftan

1

-

Dt

Tim Anggaran Pemerintshan Dasrah

Ho Hama

Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah Laporan perencanaan
pembangunan daerah hasil sinergitas

bidang perekonomian

Indikator Tolak ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 94.385.000,
SDM 11 Orang
Waktu 1 Tahun (Januari — Desember 2026)
Keluaran Laporan dukungan pelaksanaan 1 Laporan
program dan Kkegiatan pusat bidang
perekonomian
Hasil Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 2 Laporan
Renja dengan RKPD/RPJMD pada
bidang perekonomian 1 Laporan




V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN :
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
a PENGGUNA ANGGARAN (PA)
Menyusun RKA-OPD;
Menyusun DPA-OPD;
Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

o oA w N e

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
bersadarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah;
b KUASAPENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; ¢
¢ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang
terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
d BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk



VI.

VII.

VIII.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati
ketentuan peraturan perundang-undangan

Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas
kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan
OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10

Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau
sebagai akibat kelalaian

Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang
diketahui oleh masing-masing KPA/barang

Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

e SEKRETARIAT

1.

Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik
di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan
evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik

dan keuangan;

3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;

Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan
perlengkapan seluruh kegiatan;
Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman

data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Rencana Time Schedule

4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan
PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan

laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

PENUTUP
Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani,

apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih



lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna
anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, dan apabila terdapat
kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, _2/ Januari 2026

Disetujui Oleh : Disusun Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

W4 voti, ST, MMP Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. | Pembina Tk. |

NIP. 19731003 199803 2 005 NIP. 19821030 2008021001



SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPIJIMD DAN RKPD)

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan pada
terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk
mewujudkan hal tersebut, pemerintah secara terus menerus melakukan
pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan,
politik, dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan impian besar dimaksud,
dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Semua pihak
diharapkan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan kewenangan
masing-masing, termasuk pemerintah daerah dengan pembangunan daerahnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi,
inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan
di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional
secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable
development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen
di samping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan
pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga
paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada
dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan ekplorasi
sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan
perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata
cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah vyang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1
(satu) tahun.



Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan
yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu)
tahun. Dokumen RKPD 2026 merupakan breakdown dari RPJIMD 2025 -2029 dan
diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini
sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target yang telah
ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan
tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan
regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan
dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta
yang dilaksanakan melalui berbagai forum mulai dari tingkat terendah sampai
tingkat Pusat. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi
yang akurat untuk mendukung perencanaan. Di samping itu juga harus
mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat
Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian
dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi
dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat
dengan mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan
potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun
sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program
tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar perangkat daerah terkait dan
lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di
Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD
Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan
bidang Sumber Daya Alam, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan
data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif
untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta
perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan
provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan
pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya,
Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang Sumber Daya
Alam maka dilaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan
ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta
pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Di
samping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
lingkup bidang SDA antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.



II.

10.

DASAR PELAKSANAAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 — 2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029;



11.

12.

13.

14.

15.

I11.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32;

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9
Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna
Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD

DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026, kegiatan 5.01.03.1.02.
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal
13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat
Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

IV. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD):

1.

Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang
SDA sesuai regulasi yang berlaku

. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan

pembangunan Bidang SDA

. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan

kabupaten/kota.



V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp.
16.444.000,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan

kegiatan:

1. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan
pembangunan Bidang SDA.

2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga terkait.

3. Menyusun dokumen Rancangan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD
Tahun 2026.

4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA
sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup
Bidang SDA serta tersusunnya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2027 dan
Perubahan RKPD Tahun 2026.

3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA

4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan

pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor
ekonomi.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2026
terhitung mulai Januari - Desember 2026 dengan jadwal terlampir.



VIII. SUMBER PENDANAAN

IX.

Besar alokasi dana untuk kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah sebesar
Rp. 16.444.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi
Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Sumatera Barat TA. 2026

ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah Badan
Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD,
RPJMD DAN RKPD) ini disusun sebagai pedoman dan panduan di dalam
pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif,
berdaya guna dan optimal.

Padang, 9/ Januari 2026

Disetujui Oleh : Disusun Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

X

Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. |
NIP. 19731003 199803 2 005 NIP. 19821030 2008021001




JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026

URAIAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOV

DES

Rapat perencanaan awal

Penyusunan PO, KAK dan Skedul Kegiatan

Pembuatan Tim kegiatan dan perumusan
skedul kegiatan

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD
Lingkup SDA (Rapat/FGD Tematik)

- Pengumpulan data dan informasi

- Penjaringan isu dan permasalahan

- Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

- Penyempurnaan rancangan Awal RKPD
Lingkup SDA

Penelahaan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Mengikuti  Rangkaian  Kegiatan  Forum
Perangkat Daerah Lingkup Bidang SDA

Penyempurnaan rancangan Awal RKPD
Lingkup SDA setelah pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah

Koordinasi Penyusunan Rancangan RKPD
Lingkup Bidang SDA

Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD
berdasarkan Hasil Verifikasi Renja

Mengikuti rangkaian kegiatan Musrenbang
RKPD

Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir
RKPD Lingkup Bidang SDA




URAIAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOV

DES

Koordinasi penyempurnaan Rancangan Akhir
RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan
Verifikasi Renja Lingkup Bidang SDA

Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan
RKPD Lingkup Bidang SDA

Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir
Perubahan RKPD Lingkup Bidang SDA
berdasarkan hasil verifikasi

Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir
RKPD Lingkup SDA

Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan
KUA PPAS dan RAPBD Lingkup SDA yang di
koordinir oleh BPKAD

Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penyusunan
KUA PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan
Lingkup SDA yang di koordinir oleh BPKAD

Penyusunan Proceeding

Penyelesaian Administrasi Kegiatan

Pelaporan




SUMATERA BARAT,

——————
T £ &

PETUNJUK OPERASIONAL
(PO)

SUB KEGIATAN

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TAHUN 2026

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, Januari 2026




PETUNJUK OPERASIONAL

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

DATA-DATA

Nama SKPD :  Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Urusan Pemerintahan :  Penunjang Urusan Pemerintahan

Program :  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

Nama Kegiatan :  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan :  Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA (RPJIPD, RPIMD dan RKPD)

Lokasi Kegiatan :  Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatangan Surat Perintah Membayar

Nama . Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan . Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran/Penandatangan Surat Perintah Membayar LS/TU

Nama : Winny Sayori, ST, MMP
Jabatan . Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat :JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM

Jabatan . Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda
Provinsi Sumatera Barat

Alamat : ]I Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran
Nama : Harini, SE
Alamat : ]I Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama :  Mita Mulyanda Putri, S.STP

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA ;02 Januari 2026

Nomor DPA OPD . DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026

Jumlah Dana Sub Keg . Rp. 16.444.000,-



II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPIJMD DAN RKPD)

PENGGUNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM

Dr. Zefnihan, AP, M.Si
NIP. 19741025 199311 1 001

y

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM LS/TU

Winny Sayori, ST, MMP
NIP. 19731003 199803 2 005

! !

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
,{:_

Andre Ola Vetric, SE, MM = Hera Kurniawati,SE,Ak

NIP. 19821030 2008021001 NIP.19760704 200604 2 004
BENDAHARA PENGELUARAN

SEKRETARIAT PELAKSANA Harini, SE
NIP. 19770211 200901 2 004
1. Fungsional Perencana Madya

Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam V

2. Fungsional Perencana Muda BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

3. Fungsional Perencana Pertama Mita Mulyanda Putri,S.STP
Bidang Ekonomi dan Sumber NIP.19970729 202008 2 001
Daya Alam

4. Pelaksana Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

5. Pelaksana Sekretariat Bappeda
Provinsi Sumatera Barat




III. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH e

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemeriniahan - 5 UNBLUR FENUNJANG URLEAN FEMERINTAHAMN

Eildang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Crganisas - 5.0.0.00.0.00.041.0000 BADAN PERENCANAAN FEMBEANGUNAN DAERAH

Sub Unk Organisas! -

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINAZI DAN SINRONIZAS] FEREMNCANAAN FEMBANGUMAN DAERMAH
Kegiatan : E.01.03.1.02 Kpordinas! Perencanaan Eidang Penstonomian dan 30 (Sumber Daya Alam)

Sub Kagiatan © 5.04.03.1.02.000% Koordinas! Penyusunan Dokumen Perencansan Fembangunan Deerah Bidang 30A (RFJPD, RPJAD dan REFD
SPM o

Jenis Layanan -

Zumber Pendanaan - PENDAFPATAN AZLI DAERAH (PAD]

Lokas| : Kota Padang, Padang Earat, Flamboyan Ban

Waktu Felaksanaan : Januar =.d Desember

Kelompok Sazaran : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provirsl, Femerintan Kabifota, Stakehoider Provins! Sumatera Barat
Mlokazl 2025 o Rp. 000

Mokazl 2026 - RpL 15444 000,00

Alckaz 2027 - Rp. 4TETIOSE000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Fersentase keselamsan REKFD dengan Renja Ferangkat Daerah pada Bidang Perskonomian dam 30W, 100 %
Masukan Dana yang dbutuhkan Fp. 15.444.000,00
Keluaran il;gl;l: Diokumen Ferencanaan Fembangunan Daerah Bidang S0A yang Dikoordin Penyusunannya (RPJPD, RFJMD dan L= —
. J;um::.h:;::::’—?ju_ﬂ Ferencanaan Pembangunan Daeran (RPJPD, RRJMD, RXPD) Sldang Perekonomian|dan S04 2 Dokumen
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Dasrah
‘Bub Kegistan S04 031 02 0005 Koordinaes! Fenyusunan Dokumen Penrencanaan Pembangunan Dasran Sidang S0A (RPJFD, RPJMD dan REPD)
Bumber Fendanaan FENDARATAN AZLI DAERAH FAD)
Lokas! Froving Sumatera Barat, Kacamatan Padang Earat, Keuranan Flambogan Bang
®ejuaran Sub Keglatan Jumiah Dokumen Ferencansan Fembangunan Dasrah Eidang S0A yang Dikoordink Pergusunannya (RPJPD, REJMD dan REPD,
‘iiakiu Pelaksanaan Januar s.d Dessmber
b raragan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinal Parhitungan
Hode Rsisning Uralan Jumlah
Koaflclsn | Eatuam Hanga PPH

E BELANJA DAERAH Rp. TR 000,00
E1 BELANJA OFERAZI Rp. TR 000,00
[T Eslanja Barang dan Jaca Rp. TR 000,00
[A1-101 Eslanja Barang Rp. 8144000,
18 Eslanja Barang Pakal Habic Rp. 8144000,
:;.orz.o1m1m Estanja Makanan dan Minuman Rapai Rip. 5.144.000.00

e I::’:::u:glaur:: :RF'EE:I':DAFJ;TAN AILI DAERAH (FAD) Rp. 81440000

-1 Koncumel rapat Rp. 8144000,




Satuan Kerja Perangkat Daerah
Birce Pervitangan
#oe Barening Uraian wan
Tetune Warge )
s . “ oy weoze  fon | mezsaomes
=y, o . Crmg ) 4so00e o Re £7220000
T [ e 7.000.000.90
CARIEIEN! | Bechun e Ranier e 7308.000.00
Sy TRALITLEN | cncenum Narscumber stz Pembanas, Wedsater, Pevbons Assrs, 6o Panti Ra 7.300.000.00
18] Modermer
Tumbar Dans - PENDAPATAN AILI OALRAM (PAD) . 200000000
1] Wogwrator Rp 1800.000.00
“'m N Ry ‘ Omng | Kagatsn 70000028 oN Rg 380000000
| # ]| Nasacumber
Sumber Dane : PENOAPATAN ASL) DABRAN (PADY o AL
1-1 Narssumber e 4400000
SpesMian Peses Criecn e bowst [ | Oyl i 0 50620 on R 440000000
yang Saetaranys
S5 NALTTAT BeTaaat
Tzeran Bedow Fien v g - Oang/ am jeemase  [ow Ap 820
[0 4 1
T [ T
18] Lamtur e
Sumaar Dans - PENDAPATAN ASLI DABRAN (PAD)
[+ Biay Laonivar o 000
"“'mm.:" . Oyl iaw 200020 0% mo oo
Uskan Lamier i i Oung L iow 1e0gee on LT
e ey e . O/ o 0020 on fe tie
PR

Bevime O swgters Dare




Iv.

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator Tolak ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan DANA Rp. 16.444.000,-
SDM 11 Orang
WAKTU 1 Tahun (Januari — Desember 2026)
Keluaran Jumlah  dokumen  perencanaan 2 dokumen

pembangunan daerah bidang SDA
yang dikoordinir  penyusunannya
(RPIPD, RPIMD, dan RKPD)

Hasil

Jumlah Rancangan Dokumen 2 dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
(RPIPD, RPIMD, RKPD) Bidang SDA

V.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN :

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

PENGGUNA ANGGARAN (PA)

i bW

Menyusun RKA-OPD;

Menyusun DPA-OPD;

Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang
dipimpinnya;

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab OPD yang dipimpinnya;

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;

Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
bersadarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan

mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi

yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BENDAHARA PENGELUARAN

1.

Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas
petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan
keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat
penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang
atau sebagai akibat kelalaian

Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang
ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

SEKRETARIAT

1.

Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan
baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional
lainnya;

Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan
monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk

penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;

Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis
kegiatan;

Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta
pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;

Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman
data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.



VI.

VII.

VIII.

PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Rencana /Time Schedule

4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengguna anggaran
melalui kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) setiap :

1. Bulanan

2. Tahunan

PENUTUP
Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan

dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional
ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas
persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan
berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, 9/ Januari 2026

Disetujui Oleh : Disusun Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Wanty Sayoti, ST, MMP Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. | Pembina Tk. |

NIP. 19731003 199803 2 005 NIP. 19821030 2008021001
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SUB KEGIATAN
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BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2026
PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable
development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen
disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan
pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga
paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada
dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eploitasi dan ekplorasi
sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan
perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata
cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah vyang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1
(satu) tahun. Dokumen RKPD 2026 merupakan breakdown dari RPJMD 2025 -2029
dan juga penyesuaian dengan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah yang dilakukan setelah melalui proses kegiatan pemetaan.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan
tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan
regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan
dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta
yang dilaksanakan melalui berbagai forum mulai dari tingkat terendah sampai
tingkat pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat
untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir
kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota,
dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi
perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan
sinergitas dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera
Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan
potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun
sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi



I1.

program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi dan sinergitas antar OPD terkait
dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di
Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas program / kegiatan dengan Kementerian / Lembaga / SKPD Provinsi /
Kab / Kota / Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang
Sumber Daya Alam, diperlukan peran aktif pengumpulan data dan informasi,
pelaksanaan  rapat-rapat  koordinasi  ataupun pelaksanaan  koordinasi
program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya,
baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi lainnya, Kementerian/Lembaga
serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang Sumber Daya
Alam maka dilaksanakan sub kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sumber daya Alam. Melalui sub kegiatan ini diharapkan
dapat menginventarisis permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan
informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan
koordinasi dan sinergitas yang saling mendukung perencanaan pembangunan
bidang Sumber daya Alam antar OPD serta Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2026;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2026 (Lembar Daerah No. 9, TLD No. 232);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32;

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-13-2026 tanggal 9
Januari 2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna
Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2026;

Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor B-900.1.15.5_3 /Set-2026, tanggal
13 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat
Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2026, pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan 5.01.03.1.02.
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan PembangunanDaerah Bidang SDA.



III. MAKSUD DAN TUJUAN

IV.

Maksud dari sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Memberikan arah pelaksanaan kebijakan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA.

2. Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup
Bidang SDA.

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang
SDA sesuai regulasi yang berlaku.

2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan
pembangunan Bidang SDA.

3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan
internasional.

URAIAN SUBSTANSI
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar

Rp. 87.561.000, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan

kegiatan :

1. Melakukan  pengumpulan data/Informasi  penunjang perencanaan
pembangunan Bidang SDA.

Melaksanakan rapat-rapat penanggulangan kemiskinan daerah.
Melaksanakan rapat koordinasi TKPK Provinsi Sumatera Barat.
Melaksanakan rapat-rapat pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi.

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi bidang SDA.

o v s W N

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Pusat serta stakeholders lainnya dalam pelaksanaan
kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat.

7.  Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD Provinsi,
Kabupaten/kota dan Pusat serta stakeholders lainnya dalam pelaksanaan
kegiatan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat.

8. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD Provinsi,
Kabupaten/kota dan Pusat serta stakeholders lainnya dalam pelaksanaan
kegiatan lingkup Bidang SDA.

9. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan



Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

10. Melaksanakan Asistensi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun
2027 lingkup bidang SDA.

11. Melaksanakan Asistensi terhadap usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2027
lingkup Bidang Ekonomi dan SDA

HASIL
Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang
SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis
lingkup Bidang SDA.
Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA
Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan

pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup
sektor Sumber Daya Alam.

5. Tersedianya dokumen dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Perubahan Tahun 2026 terhitung
mulai Januari - Desember 2026 dengan jadwal terlampir.

VII. SUMBER PENDANAAN

Besar alokasi dana untuk kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini adalah
Rp. 87.561.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera
Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-
OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera
Barat TA. 2026.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA

IX.

Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah Badan
Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini
disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan
pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.



Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sayoti, ST, MMP
Pembina Tk. [
NIP. 19731003 199803 2 005

Padang, .2/ Januari 2026

Disusun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

)

Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. |
NIP. 19821030 2008021001



JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA TAHUN 2026

URAIAN JAN | FEB | MAR| APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT NOV DES

Rapat perencanaan awal

Penyusunan PO, KAK dan Skedul Kegiatan

Pembuatan Tim kegiatan dan perumusan skedul
kegiatan

Rapat-rapat penangulangan kemiskinan daerah

Rapat koordinasi TKPK Provinsi Sumatera Barat

Rapat-rapat pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi

Rapat-rapat koordinasi bidang SDA

Penyusunan dokumen-dokumen penanggulangan
kemiskinan daerah

Asistensi penyusunan dokumen rencana kerja
perangkat daerah tahun 2027 lingkup bidang SDA

Asistensi usulan DAK Kabupaten/kota tahun 2027

Penyelesaian administrasi kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan tahunan




SUMATERA BARAT

b3

PETUNJUK OPERASIONAL
(PO)

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN KOORDINASI SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SDA TAHUN 2026

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Padang, 2026




PETUNJUK OPERASIONAL

KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

DATA-DATA

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Program : Koordinasi dan  Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatangan Surat Perintah Membayar

Nama . Dr. Zefnihan, AP, M.Si
Jabatan :  Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama :  Winny Sayori, ST, MMP

Jabatan . Sekretaris Bappeda Bappeda Provinsi Sumatera
Barat

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan

Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi
Sumatera Barat

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran
Nama :  Harini
Alamat : JIn. Khatib Sulaiman No.I Padang



Bendahara Pengeluaran Pembantu :
Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jin. Khatib Sulaiman No.I Padang

Tanggal Penerbitan DPA
Nomor DPA
Jumlah Anggaran Sub.Keg

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN

Januari 2026
DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026

Rp. 87.561.

000,

: KOORDINASI PELAKSANAAN

SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH BIDANG SDA

PENGGUMNA

ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM

Dr. Zefnihan, AP, M.SI
MIP. 15741025 195311 1 001

N

KUASA PENGGUMNA
ANGGARAN/PENANDATANGANAN SPM LS,/ TU

Winny Sayori, 5T, MMP
MIP. 15731003 199803 2 005

l

l

PEJIABAT PELAKSANA TEKNISKEGLATAN

Andre Ola Vetric, SE, MM
MNIF. 19821030 2008021001

e
-

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAMN

Hera Kurniawati,SE, Ak
MNIP.19760704 200604 2 004

W

SEKRETARIAT PELAKSAMNA

Fungsional Perencana Madya
Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

Fungsional Perencana Muda
Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

Fungsional Perencana Pertama
Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

Pelaksana Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

Pelaksana Sekretariat Bappeda
Provimsi Sumatera Barat

)

BENDAHARA PENGELUARAMN

Harini, SE
MNIP. 15770211 200501 2 004

4

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBAMNTLU

Mita Mulyanda Putri,5.STP
NIP. 19970729 202002 2 001




3.

URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELAMJA
SKFD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menumnut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unzsan Pemenintahan

- B UNBUR FEMUNJANG URLEBAN FEMERINTAHAN

EBidang Urusan

- E.I1 PERENCANAAN

Unit Crganisas

- 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unk Organisas!

Programi - 5.0.03 PROGRAM KOORDINAZI DAN 3BNERONIZAS] PERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH

Keglatan : E.01.02.1.02 Koordinas! Perencanaan Eidang Perskonomian dan 204 (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan : E.01.02.1.02.0008 Koordinas! Peisksanaan 3inergitas dan Harmenisasl Ferencanaan Pembangunan Daeran Bidang SDA
SPM -

Jerls Layaran -

Sumber Pendanaan - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD]

Lokas| : Kota Fadang, Padang Barat, Flamboyan Bana

Wakiu Felaksanaan

- Januar 5.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemeriniah Pusat, Pemerintah Provirsl, Femerintah Kabdota, Stakefoider Provinsl Sumatera Bamat

Alokas] 2025

- Rp. 0,00

Alokasl 2008

*Rp. 87551 000,00

Alokas] 2027

o Rp. 34301328200

Indikator dam Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Taolok Ukur Kinerja Target Kinefa
Capalan Program Fersentyce peselarasan REFD dengan Renjs Ferangiat Coerah pada Bidang Perstonomian dam 304, 100 %
Masukan Crana yang dbutihksn Fp. 87551 000,00
=ejuaran Jumiah Laporan Hasd Sinkmorisas! Renstra/fenja dengan REFOVRPAD pada Bidang S0A 4 Laporan
Ml Jumiah Rancangan Dolumen Fersncanaan Pembangunan Daerah (RPJFD, RFJMD, RXPD) Bidang Perskonomian dan S0 = Biciuman
Sumiber Daga Ak
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satwan Kerja Perangkat Dasrah
Sub Kegiatan 5003102 D00 Koordinas! Feiaksanaan Srergias dan Harmonisas! Penencanaan Pembangunan Daerah Bidang 304
Zumber Fendanaan FENDASATAN ASLI DAERAH [FAD)
Lokas Froving Sumaiera Sarat, Kecamatan Fadang Barat, Keuranan Flamboyan Ban
szjuzran Sub Kaglatan Jumish Laporan Hasl Srkronisss! Renstra/Renjs dengan REPOURPIAMD pads Sidang 204
‘ifaktu Pelaksaraan Januan s.d Desember
Keterargan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinal Parhitungan
Kode Rskening Uralan Jumiah
Foaflclen | Satuam Hanga PPN
E EELANJA DAERAH Rp. 766100000
E1 BELANJA OPERAZI Rp. BT E61000.00
(RN Eelanja Barang dan Jaca Rp. BT 66100000
[RN--1] Eelunja Barang Rp. 380581 00 00
(RN 10 ] Eelanja Barang Fakal Habic Rp. 3956100000
:.;nzmm1m Eelanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3956100000
e e A
1-]Maian Minum Rapat Rp. 39881 000,00




4. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator Tolak ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana Rp. 87.861.000,-
SDM 12 Orang
Waktu 1 Tahun (Januari —
Desember 2026)
Keluaran 1. Dokumen pelaksanaan program 2 dokumen
dan kegiatan pusat Bidang SDA
2. Rancangan Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Hasil 1. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 1 Laporan
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD pada Bidang SDA
2. Jumlah  Laporan perencanaan 1 Laporan

pembangunan daerah hasil
sinergitas bidang SDA

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA SUB KEGIATAN :
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

a. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1.

Menyusun RKA-OPD;

Menyusun DPA-OPD;

Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang
dipimpinnya;

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab OPD yang dipimpinnya;

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;

Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
bersadarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;




9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;

b. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas
petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan
keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat
penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10

4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian,
hilang atau sebagai akibat kelalaian



5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang
ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

e. SEKRETARIAT

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan
baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional
lainnya;

2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan
monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk
penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;

3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis
kegiatan;

4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, Kkearsipan serta
pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;

5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman
data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule

4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

7. PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan
menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa
pengguna anggaran (PA/KPA).

8. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan
dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional
ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas
persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan



berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, _2/ Januari 2026

Disetujui Oleh : Disusun Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

W4 i, ST, MMP Andre Ola Vetric, SE, MM
Pembina Tk. | Pembina Tk. |

NIP. 19731003 199803 2 005 NIP. 19821030 2008021001



